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ABSTRAK

: Beran{fxlf dari tafsir emansipatoris kontemporer dengan berpijak pada
peme-rquaan jenis gender tertentu, counter legal draft Kompilasi Hukum Islam
(KHI) dirancang. Belajar dari pengalaman masa lalu yang suram, seolah gerakan
pengflmh utama dari gender (PUG) ini mencoba untuk mengangkat derajat kaum
wanita yang selama ini merasa “dirugikan” oleh KHI. Karena itu, terdapat beberapa
poin penting yang perlu di-blow up secara telanjang oleh tim penyusunnya agar
kelihatan betul gambaran yang diinginkan gerakan ini. Hal ini sekaligus memberikan
peluang kepada masyarakat untuk melakukan kritik, sehingga terkesan bahwa counter
legal draf KHI ini ikut dimiliki olah masyarakat. Poin yang urgen dimunculkan
tersebut di antaranya masalah asas perkawinan, mahar, rukun, dan jangka waktu

perkawinan.

Kata kunci: KHI, asas perkawinan, mahar, rukun, dan jangka waktu perkawinan.

ABSTRACK

Bolting of interpretation of emansipatoris contemporary treaded on at " freedom”
type of gender selected, legal counter draft of Kompilation Punish Islam ( KHI)
designed. Learn from bleak past experience, likely movement especial inﬂuenci of of
gender ( This PUG) try to lift degree of womankind which during the time feel * to be
harmed" by KHI. In consequence, there are some important point needing up d1:-blow
nakedly by the compiler teams of [so that/ to be] correct looked to be wa‘ntﬂd by picture
is this movement. This matter at the same time give opportunity to society to cnlicize,
so that impress that lega

| counter of] draft of KHI this follow to be owned by process
society. Point which is urgency

peeped out the among others the pmbl,em‘of marmage
ground, dowry, foundation, and marriage duration. Keyword: KHI, mamage ground,
dowry, foundation, and marriage duration.
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A. PENDAHULUAN

Kompilasi Hukum Islam
(KHI) meruapakan produk Hukum
Islam sesuai INPRES No. 1/1991.
Sejak delapanbelas tahun silam
seolah menjadi satu-satunya aturan
vang superbody dan nyaris tak
tersentuh. Pada tahun 2005 muncul
suatu wacana baru yang
dikomandani oleh Musda Mulia cs.
ingin melakukan “revolusi” terhadap
materi KHI ini. Draf KHI telah
disiapkan oleh tim dan masyarakat
diberikan kesempatan , untuk
mengkritisi materi draf KHI. Materi
KHI memuat tentang perkawinan,
perwakafan, dan warisan ini tidak
luput dari cermatan para “penghulu”
pengarusutamaan gender tersebut
dengan mengambil sampel di negara-
negara barat dan timur tengah.
Namun dalam artikel ini, materi
yang akan disorot dan ditanggapi
adalah pada masalah perkawinan.
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BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

(6) Mahar adalah suatu pemberiap
dari calon suami atau calon s

kepada  pasangannya  untuk
kepentingan perkawinan
BAB IV
MAHAR
Pasal 16
(1) Calon suami dan calon istri

harus memberikan mahar kepada
calon pasangannya sesuai dengan
kebiasaan (budaya) setempat.

Tanggapan:

Mahar  merupakan  hak
perempuan dalam suatu perkawinan.
Mahar ini dibebankan kepada laki-
laki vang harus ditunaikan dan
diberikan  kepada  perempuan,’

—=

B. ANALISIS DAN ' Lihat QS. al-Nisa: 4; 24.25; al

TANGGAPAN Ldaiclllah: 5.dDalamA:::adis riwayat Bukhari,
Lsiim, an

Untuk mengetahui dinyatakan: “... beri Eaaimyib?pete:?pnuzi

bagaimana sesungguhnya draf KHI iw) sekalipun sebentuk cinein dari besi.”

yang diajukan, maka terdapat Demikian juga dengan hadis vane

beberapa poin yang urgen ditanggapi  diriwayatkan  Ahmad Ibn Hanbal, al

Tirmidzi, dan Ibn Majah yang menyvatakan
bahwa Nabi mengesahkan pernikahan

scotang pria dengan seor
maharnya sepasang sandal.

sebagai berikut:

408 wanita yang
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meskipun  para  ulama masih
memperdebatkan keberadaan mahar
ini, apakah menjadi bagian dari
rukun atau syarat nikah.

| Terdapat beberapa
pertimbangan mengapa persoalan

mahar;_ ini lebih diwajibkan kepada
laki-laki untuk kemudian diberikan
kepada perempuan, di antaranya
yaitu:

Pertama, persoalan mahar
sangat terkait dengan pembagian
harta warisan, sebagai sumber
pendapatan harta bagi perempuan.
Bagian laki-laki lebih banyak (2
bagian) dibanding bagian perempuan
yang hanya mendapat sebagian (1
bagian) dari yang dimiliki laki-laki.
Hal ini sebenarnya tidak bernuansa
diskriminatif sebab perempuan pada
akhirnya akan mendapatkan 3
bagian sumber harta di luar warisan,
setelah ia menikah sebagai yang
dimilikinya secara mutlak, yakni 1
bagian dari harta yang dibawanya
sendiri ketika sebelum menikah; 1
bagian dari nafkah yang diberikan
oleh suami; dan 1 bagian lagi adalah
mahar itu sendiri. Dengan begitu
maka kekhawatiran akan munculnya

ketidakadilan ~ dalam pembagian
sumber-sumber harta kiepzfda
perempuan tidak akan terjadi. Jika

mahar tidak diberikan  kepada
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perempuan, maka 1 bagian dari
sumber hartanya akan hilang,

sehingga porsi perempuan dan porsi
laki-laki tidak akan bertemu pada
titik keseimbangan (equilibrium) dan
keadilan. Dengan begitu, maka
untuk mencapai titik keseimbangan
dan keadilan tersebut, maka mahar
harus diberikan oleh laki-laki kepada

perempuan, bukan  sebaliknya.
Apabila konsepsi di atas

direalisasikan, maka kemaslahatan
manusia utamanya dari  segi
kesejahteraan akan terwujud.

Kedua, substansi mahar itu
jalah penghormatan yang diberikan
dari pihak laki-laki kepada pihak
perempuan. Untuk tidak
mengatakan bahwa hakikat fisiologis
pernikahan secara ekstrim adalah
“penyerahan diri” seorang
perempuan kepada seorang laki-laki
vang ‘“siap dipakai” kapan saja
setelah menempuh jalur pernikahan.
Alangkah  tidak  logisnya jika
“senyerahan diri” itu tidak disertai
dengan tindakan penghormatan yang
dilakukan oleh laki-laki. Lebih tidak
logis lagi jika “penyerahan diri” itu
dilakukan pada saat yang bersamaan
dengan penyerahan mahar .olel}
perempuan. Oleh sebab itu, laki-aki

dan perempuan yang akan menikah

i



al-ADL Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial

0sicl

meskipun  para  ulama masih
memperdebatkan keberadaan mahar
ini, apakah menjadi bagian dari
rukun atau syarat nikah.

| Terdapat beberapa
pertimbangan mengapa persoalan

mahar;_ ini lebih diwajibkan kepada
laki-laki untuk kemudian diberikan
kepada perempuan, di antaranya
yaitu:

Pertama, persoalan mahar
sangat terkait dengan pembagian
harta warisan, sebagai sumber
pendapatan harta bagi perempuan.
Bagian laki-laki lebih banyak (2
bagian) dibanding bagian perempuan
yang hanya mendapat sebagian (1
bagian) dari yang dimiliki laki-laki.
Hal ini sebenarnya tidak bernuansa
diskriminatif sebab perempuan pada
akhirnya akan mendapatkan 3
bagian sumber harta di luar warisan,
setelah ia menikah sebagai yang
dimilikinya secara mutlak, yakni 1
bagian dari harta yang dibawanya
sendiri ketika sebelum menikah; 1
bagian dari nafkah yang diberikan
oleh suami; dan 1 bagian lagi adalah
mahar itu sendiri. Dengan begitu
maka kekhawatiran akan munculnya

ketidakadilan ~ dalam pembagian
sumber-sumber harta kiepzfda
perempuan tidak akan terjadi. Jika

mahar tidak diberikan  kepada

[5SN 19794916

perempuan, maka 1 bagian dari
sumber hartanya akan hilang,

sehingga porsi perempuan dan porsi
laki-laki tidak akan bertemu pada
titik keseimbangan (equilibrium) dan
keadilan. Dengan begitu, maka
untuk mencapai titik keseimbangan
dan keadilan tersebut, maka mahar
harus diberikan oleh laki-laki kepada

perempuan, bukan  sebaliknya.
Apabila konsepsi di atas

direalisasikan, maka kemaslahatan
manusia utamanya dari  segi
kesejahteraan akan terwujud.

Kedua, substansi mahar itu
jalah penghormatan yang diberikan
dari pihak laki-laki kepada pihak
perempuan. Untuk tidak
mengatakan bahwa hakikat fisiologis
pernikahan secara ekstrim adalah
“penyerahan diri” seorang
perempuan kepada seorang laki-laki
vang ‘“siap dipakai” kapan saja
setelah menempuh jalur pernikahan.
Alangkah  tidak  logisnya jika
“senyerahan diri” itu tidak disertai
dengan tindakan penghormatan yang
dilakukan oleh laki-laki. Lebih tidak
logis lagi jika “penyerahan diri” itu
dilakukan pada saat yang bersamaan
dengan penyerahan mahar .olel}
perempuan. Oleh sebab itu, laki-aki

dan perempuan yang akan menikah

i



al-ADL Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial

BAB 11
BAGIAN KESATU
Asas
Pasal 13
(1) Asas perkawinan
monogami (tawahhud alzawj);

(2) Pegkawinan yang dilakukan di

luar asas sebagaimana pada ayat
demi

(1) dinyatakan
hukum.
Tanggapan:

Ada yang mengklaim bahwa

asas monogami yang tercantum

dalam UU No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan,” INPRES No. 1
Tahun 1991 tentang Sosialisasi

batal

Kompilasi Hukum Islam, dan counter

legal draft ini diilhami oleh doktrin
Katholik yang mengajarkan agar
seorang laki-laki hanya mempunyai
seorang istri sampai akhir hayatnya.
Sementara itu dalam Islam

secara doktrinal al{Quran surat al-

Nisa: 3 menyiratkan bahwa dalam
kondisi normal seorang laki-laki
hendaknya ~ mengawini  seorang
perempuan, kecuali dalam keadaan
tertentu, seperti istri mandul,
berpenyakit parah, tidak mampu
melayani suaminya yang hiperseks,

' Lihat Pasal 3 ayat (1) UU No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan

adalah
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ataukah  seorang  isteri  yang
kecanduan untuk berbuat madat dan
tidak sanggup meninggalkannya. Jadi
dalam Islam, poligami hanya sebatas
dibolehkan dalam kondisi tersebut di
atas, ia tidak dianjurkan dan tidak
pula dilarang secara absolut.

Seorang yang ingin
berpoligami maka prasyarat utama
yang harus dipenuhi adalah ia harus
dapat berbuat adil. Berbuat adil
kepada sejumlah istri rasanya amat
sulit karena keadilan baik dalam
termnya al‘ddil, algisth, almizdn
maupun dalam termnya alawasth
secara. fisik kemungkinan bisa saja
diukur, tetapi keadilan secara psikis
amat sulit diketahui sebab ia sangat
abstrak dan berkenaan dengan sikap
hati seorang istri. Setiap istri akan
berbeda dalam menyikapi sesuatu.
Boleh jadi seorang istri yang satu
bermuka manis dan setuju atas
tindakan suami terhadap istri yang
lain di hadapannya, tetapi belum
tentu ia setuju dalam hatinya.
Pepatah bijak mengatakan “dalamnya

laut dapat diukur; dalam hati orang
siapa tahu”. Jadi bukan keadilan yang
diperoleh tetapi kezaliman vyang
justru akan muncul kemudian.
Ketidakpuasan hati seorang istri
akibat  tindakan  suami, pada
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prinsipnya merupakan suatu

kezaliman. Lagi pula seorang istri
dalam konteks kekinian, yang salihah
sekalipun pada dasarnya tidak ingin
dimadu. Jika ini dipaksakan oleh

suami, maka suami tersebut praktis
telah menzalimi istrinya.

Quraish Shihab
mencontohkan poligami dengan
“pintu darurat” (exit emergence) yang
terdapat pada sebuah pesawat.
Keberadaan pintu darurat tersebut
bukan berarti tidak dapat dibuka
sama sekali, ia dapat saja dibuka
pada saat kondisi tertentu dalam
rangka tindakan penyelamatan para
penumpang. Namun dalam kondisi
tidak ada gangguan, pintu darurat
idealnya ditutup sebab jika tidak,
maka pintu darurat pada akhirnya
dapat menjadi masalah besar dalam

penerbangan.
Meskipun begitu ada pula
yang berpendapat bahwa jika

ditelisik dalam konteks kesejarahan,
sebelum turunnya (QS. al-Nisa: 3,
para  perempuan  diidentikkan
sebagai makhluk hina yang tidak

punya harga sama sekali. Mereka
diperkosa, dihina, disiksa dan
dilecehkan dalam berbagai cara
sehingga kondisinya sangat

memilukan. Mereka terbelenggu fisik
dan batinnya. Derajat mereka sangat

rendah setingkat dengan bipa,. ang
Namun ketika ayat tersebut turun
maka yang  paling  pertapy,
“bertepuktangan” sebenarnya adaly),
perempuan. Artinya mereka terbely;s
dari belenggu kesengsaraan, sekaligys
menyamakan derajatnya dengan laki.

laki. Jika demikian adanya, mak;
perempuan sebenarnya tidak ad;
alasan  baginya  untuk  tidak

mengizinkan suaminya ingin beristri
lebih dari satu orang.

Kondisi ini bisa saja berlaku
pasca turunnya S. al-Nisa: 3 ketika
sistem perbudakan masih
berlangsung, namun sekarang sistem
perbudakan telah dihapus khususnya
di Indonesia, maka amat logis
kiranya apabila hak-hak perempuan
juga dihargai, termasuk berhak
untuk bersuami satu orang atau
berhak melarang suaminya untuk
beristri lagi selain dirinya.

BAB Il
RUKUN DAN PEMBUKTIAN

PERKAWINAN
Bagian Kesatu
Rukun

Pasal 7
(1) Calon suami atau istri
berusia minimal 19 tahun
(2) Calon suami atau istri dapat

harus
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mengawinkan dirinya  sendiri
dengan  persyaratan  sebagai

berikut:

a. berakal sehat

b. berumur 21 tahun
c. cakap/matang
(rasyid/rasyidah)

(3) Bagi calon suami atau istri yang
tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana pada ayat, maka
yang berhak mengawinkannya
adalah wali nasab atau wali

hakim. ;

Tanggapans |

Substansi wali adalah
tanggung jawab. Hal ini sangat
berbeda dengan saksi sebab saksi
esensinya adalah legalitas publik yang
di dalamnya memuat pesan bahwa
benar adanya terjadi  sebuah
pernikahan. Boleh saja seorang calon
suami atau istri mengawinkan diri
mereka di hadapan penghulu dan
pegawai pencatat perkawinan atas
dasar persetujuan bersama dari
keduanya. Mereka dapat menempuh
jalan ini bila keduanya sudah

mampu bertanggung jawab atas
tindakan yang dilakukan. Indikator
bahwa seseorang bertanggung jawab
adalah adanya kematangan individu
baik secara fisik-biologis maupun

mental-psikologis, ~ seperti  yang
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dilukiskan di atas. Perkawinan tanpa
wali  ini sangat memungkinkan
terjadi dalam kondisi kekinian
mengingat beberapa hal:

Pertama, dewasa ini
pendidikan semakin maju sehingga
kematangan intelektual, emosional,
bahkan spiritual merupakan perkara
yang secara langsung dapat tertanam
dalam jiwa seorang individu.
Olehnya itu, individu sudah dapat
bertanggung jawab dan menentukan
sikap secara mandiri tentang hal yang
terbaik dalam hidupnya.

Kedua, keberadaan  wali
dalam suatu rangkaian perkawinan,
tidak jarang menjadi penghalang
atau orang yang sangat berpotensi
membatalkan suatu perkawinan.
Padahal perkawinan itu sangat sakral
sebab Tuhan telah mempertemukan
dua insan manusia yang saling
membutuhkan. Jalannya perkawinan
tak ada seorang pun yang dapat
menghalanginya karena perkawinan
adalah bagian dari ibadah yang dapat
mensejahterakan dan
membahagiakan manusia di dunia
maupun di akhirat.

Ketiga, posisi wali sebenarnya
bukan yang utama (primer) tetapi
sebagai pendukung (sekunder) dalam
perkawinan. Pengambil kebijakan

utama adalah calon suami atau istri
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yang bersangkutan. Seorang wali
perannya hanya sebatas meminta izin
bagi calon istri yang perawan atau
memusyawarahkan persoalan tersebut
bagi calon istri yang janda.*

Jadi sebenarnya wali tidak
memiliki hak  mutlak dalam
perkawinan, meskipun yang menjadi
wali adalah orang tuanya sendiri.
Terlebih  lagi ketika beberapa
pertimbangan tersebut di atas benar-
benar telah terwujud atau ada
kecenderungan kuat akan terjadi di
lapangan, maka seorang calon istri
atau calon suami dapat menikahkan
dirinya sendiri.

BABV
PERJANJIAN PERKAWINAN
Bagian Ketiga
Jangka Waktu Perkawinan

Pasal 28
(1) Apabila calon suami dan calon
istri  bermaksud menentukan
jangka waktu perkawinan, maka
kedua belah pihak  harus
membuat perjanjian perkawinan
tertulis

———————ee _r“— -—__

* Lihat HR. Bukhari Muslim dari
Abu Hurairah. Demikian pula dengan

pendapat ulama Hanafiyah tentang perkara
Ini.
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(2) Jangka  waktu  perkawina,
sebagaimana pada ayat (1) harus

diputuskan berdasarkan
kesepakatan bersama
(3) Apabila jangka wakty

perkawinan telah berakhir, maka
suami istri dapat memperpanjang
waktu perkawinan sesuai dengan
kesepakatan bersama di hadapan
Pegawai Pencatat Perkawinan

Tanggapan:
Perkawinan berjangka waktu

(kawin kontrak) dalam Islam dikenal
dengan istilah nikah mutah
Derivasi kata mut'ah berasal dari kata
‘mata‘a-yamta'u-matan wa mut'atan’

yang berarti  kesenangan  atau
kenikmatan. Nikah mutah adalah
nikah atau  perkawinan yang
dilakukan antara lakilaki dan

perempuan dengan akad dan jangka
waktu tertentu. Menurut jumhar
ulama fighi bahwa yang dimaksud
dengan ‘akad dan jangka waktu
tertentu” dalam nikah mut'ah adalah

akad yang diikat oleh kehendak
bersama yang berdasarkan cinta
kasih oleh suami istri Dengan
berlalunya  waktu yang telah

disepakati atau dengan pengurangan
batas waktu yang diberikan oleh laki-
laki, maka berakhirlah ikatan
pernikahan tersebut tanpa
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memerlukan  proses  perceraian.
Keduanya juga dapat
memperpanjang  jangka waktu
dengan mengulangi akad baru, atau
berpisah setelah habisnya waktu yang

mereka tentukan bersama.

.E_ Dasar hukum dari nikah
mut'ah telah disebutkan dalam al-
Quran surat al-Nisi ayat 24

- v W

A
-

:,,A_,SLE; :r';:-: ..-_y; ('b.:'_‘:_....T L:j
? - A 2 1
© - iy i
"... maka istri yang telah kamu nikmati
(kawini) di antara mereka, berikanlah

kepada mereka mahar (mas kawin)
mereka dengan sempurna ..."

Al-Qurthabi dan al-Syaukini
mengatakan bahwa hampir semua
ulama menafsirkan ayat tersebut
dengan "nikah mut'ah" yang sudah
ditetapkan sejak permulaan Islam.
Demikian pula Hubayb Ibn Abi
Tsabit, Mujihid, dan Hakam Ibn
'Utaybah menyatakan bahwa ayat
tersebut turun untuk menjelaskan
perkawinan mut'ah. Bahkan Ibn
'‘Abbas, 'Ubay Ibn Kai'ab, Si'id Ibn
Zubayr, dan Ibn Mas'td membaca
ayat tersebut di atas dengan
menyisipkan  tafsirannya  dengan

membaca:
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Jal () Ot 4o W) L
R Rl (i
" Barang siapa di antara kalian
melakukan perkawinan (dengan
menggunakan
batas waktu) maka bayarlah
mahamya.”

Dalam Mustadrak al-Hakim
dan kitab-kitab yang lain disebutkan
bahwa Ibn 'Abbis bersumpah bahwa
Allah menurunkan ayat tersebut
untuk pembatasan waktu yang ada
dalam ~ nikah  mut'ah, bukan
pembatasan nikah mut'ah itu sendiri.
Sedangkan al-Rizi dan al-Naysab(iri
setelah  keduanya  meriwayatkan
bacaan tersebut dari Ibn 'Abbéas dan

'‘Ubay Ibn Ka'ab berkata bahwa
seluruh sahabat tidak ada vang
menyalahkan bacaan mereka
sehingga dapat dikatakan bahwa
bacaan tersebut telah disepakati
kebenarannya oleh seluruh umat.
Sebagian ulama menjelaskan bahwa
tambahan kata-kata yang terdapat
pada ayat tersebut dilakukan oleh
para sahabat dengan tujuan untuk
menafsirkan ayat tersebut, bukan
untuk menambahnya.

Ada pendapat lain vyang
menyatakan bahwa ayat tersebut di
atas sudah dinasikh oleh ayat lain
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dalam surat akMu'minGn ayat 5-6,
yang menerangkan tentang

penjagaan farji, yaitu:

, " , ” “:J.r

G Osbi> gzad) o oAl

6 Tomsle ik f4ifh

"(Sifat orangorang yang beriman adalah)
mereka yang menjaga farji mereka (dari
perrinahan) kecuali terhadap istri-istri
atau hamba-hamba sahaya yang mereka
miliki. Mereka tidak akan tercela
(apabila mendatangi mereka)."

Ayat ini dan ayat tentang
menjaga aurat yang terdapat dalam
surat al-Ma'arij adalah ayat Makiyyah
yang turun terlebih  dahuly,
sedangkan ayat 24 surat al-Nisi
tentang nikah mut'ah adalah ayat
Madaniyyah yang turun belakangan,
sehingga ayat 24 surat al-Nisi ini
tidak ternasikh oleh ayat-ayat tentang
penjagaan farji dan menjaga aurat.
Lagi pula kedua ayat dimaksud lebih
bersifat umum, sementara ayat
tentang nikah mut'ah lebih bersifat
khusus (takhshish). Ayat-ayat tentang
talak dan warisan lebih dahului

turun dari pada ayat tentang nikah
mutah ini.

10
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Demikian  pula  dengan
pendapat yang menyatakan bahwa
ayat tentang nikah mut'ah dinasikh
oleh hadis sahih adalah pendapat
yang tidak bisa diikuti sebab
kedudukan al-Qurin setingkat lebih
tinggi dibanding al-Hadis. Jika ada
hadis yang bertentangan dengan al-
Quran, maka hadis tersebut tertolak
adanya dan tidak dapat dijadikan
sebagai hujjah. Nikah mut'ah ini
disebutkan dalam beberapa hadis
sahih Nabi SAW dalam kitab Shahih
allMuslim, Musnad Ahmad Ibn
Hanbal, Sunan al-Nasii, dan Sunan
Ibn Majah.

Pada hakikatnya semua hadis
yang diriwayatkan oleh para perawi
di atas menjelaskan bahwa Nabi
SAW. membolehkan untuk
melaksanakan nikah mut'ah. Sedang
hadis-hadis yang tidak membolehkan
nikah mut'ah bertumpu pada
pendapat 'Umar Ibn al-Khattib yang
melarang nikah mut'ah. Ibn Hazm
dan al-Baqari berpendapat bahwa
penyebab  beliau  mengharamkan
nikah mut'ah karena beliau melihat
banyak orang yang terlalu berlebihan
dalam melakukan nikah tersebut.

Riwayat lain menyatakan bahwa
‘Uméar Ibn al-Khatib melarang
nikah mut'ah karena kasus nikah

mutah yang dilakukan di zaman al-



al-ADL Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial.

Khilafah al-Rasyidah tidak disaksikan
oleh saksi-saksi yang adil atau yang
tidak sempurna Syarat-sayaratnya,
tetapi jika nikah tersebut disaksikan
oleh dua orang saksi yang adil, maka
beliau malah membolehkannya.
~Umir Ibn al-Khattab sebagai
seorang khalifah sekaligus sahabat
Nabi SAW adalah wajar jika beliau
bertindak untuk melarang nikah
mutah  karena sudah terjadi
penyelewengan atas izin  yang
diberikan Allah SWT dan Nabi
SAW kepada umatnya. 'Umar Ibn
al-Khattdib optimis bahwa dengan
melarang mereka untuk nikah
mut'ah kemaslahatan dapat dicapai

mengingat adanya sikap
penyelewengan tersebut. Dengan
melihat kedudukan 'Umar,
jjtihadnya sangat memungkinkan

untuk dijadikan hujjah, ini tidak
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berarti bahwa pendapat sahabat lain®
tidak memungkinkan untuk diikuti
jika berdasar pada hadis Nabi SAW
yang sahih. Dari kalangan tabi'in®
juga menyatakan bahwa nikah
mutah dibolehkan sesuai dengan
ketentuan syar'i, include di dalamnya
Milik Ibn Anas, Ahmad Ibn Hanbal.
dan Aba Hanifah.

Sebenarnya 'Umar Ibn al
Khattdb tidak mengharamkan nikah
mut'ah dengan kata-katanya: "Nikah

> Jabir Ibn Abdullah, Abdullah ITbn
Mas'ud, Ali Ibn Abi Thalib, Ibnu 'Abbas,
'Ubay Ibn Ki'ab, 'Ali Tbn Aba Thalib,
Mu'awiyah Ibn Abi Sufydn, Abu Sa'id al-
Khudri, Zayd Ibn Tsabit, Zubayr Ibn
Awwam, al-Amini, Barra' [bn ‘Azib, Sahl Ibn
Sa'ad alSa'idi, Mughirah Ibn Syu'bah,
Salamah Ibn Akwa, Khalid [bn Abdillah al-
Anshari, Ibn Hazm, Ma'bad Ibn Umayah,
Salamah Ibn Umayah, Rabi’ah Ibn Umayah,
Amr Ibn Khuraits, Ya'la lbn Umayabh,
Safwan Ibn Umayah, Amr dan Umar [bn

Khausyab.

° Said Ibn Jubair, Mujahid, Atha’,
Thawus, Ibn Juraij, Zufar Ibn Aus al
Madani, alSadyi, Nafi’, Hubaib Ibn Abi
Tsabit, al-Hakam Ibn Utaybah, Jabir Ibn
Yazid, Amr Ibn Dinar, Muhammad Bagir,
Ja'far Shadiq, Ibnu Jarir, Ibn Ziyad, Said [bn
Hubaib, Ibrahim al-Nakha'l, Hasan al-Basri,
[bn Syibrimah, Ibn Syibrimah, Umar Ibn
Juwaidah, Rabi'ah Ibn Maysarah, Abi Zuhri
Muthrif, Malik I[bn Anas, Ahmad Ibn

Hanbal, dan Abu Hanifah.

11
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mutah adalah salah satu jenis nikah
yang dihalalkan oleh Allah SWT.”
Beliau menyatakan ini saat beliau

mencabut fatwanya kembali, seperti

vang disebutkan = Ahmad Ibn
Muhammad Ibn 'Isi al-Turmudzi

dalam kitab Nawddirnya. Jadi
semakin jelas bahwa pendapat 'Umaér
Ibn al-Khattib merupakan hasil
ijtihadnya sendiri, yang sengaja
diambil demi kepentingan negara,
sehingga larangan 'Umar Ibn al-
Khattib bukan larangan syar'i, tetapi
semata-mata larangan kenegaraan,
yaitu demi kemaslahatan umat.
Imam madzhab juga memberikan
argumennya sebagai berikut:

Pertama, Mailik Ibn Anas
membolehkan nikah mut'ah, seperti
yvang dikutip oleh Imam Sarkhasi
yang berkata dalam kitab Mabsuth-
nya: "Yang dimaksud mut'ah ialah
seorang lelaki berkata terhadap
seorang wanita: '"Saya nikahi kamu

dalam batas waktu tertentu dengan
mahar tertentu pula." Nikah semacam

ini tidak sah menurut madzhab
Syiah, tetapi Malik Ibn Anas
membolehkannya, sepertinya

pendapat ini diambil dari perkataan
[bn 'Abbas."

Al'Amini berkata: "Fatwa
Milik tersebut juga disebut dalam

12
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kitab Fatawa alFarghiani, dalam kitah
Khazanit alRiwayat fi alFun'
Handfiyah karangan al-Hanafi
dalam kitab alKafi fi alFun al
Handfiyah." Al-Zayldi meriwayatka
pendapat Mailik tentang halalny;
nikah mut'ah dengan alasan bahw

nikah mut'ah dilakukan pada zama;

al

dan

Nabi SAW dan tetap boleh

dilakukan sampai tampak jelas

adanya dalil yang menasikhnya.
Al-Taftazini ~ juga

meriwayatkan dalam kitabnya Syarh
alMagqashid bahwa Mailik
membolehkan nikah tersebut, begitu
pula al-Asqalldni dalam kitab Fath al
Bari dan al-Zarqini dalam kitab Syarh
Mukhtashdri Abi Dhiya' serta Syarh al
Muwaththa";

Kedua, Abu Hanifah
berpendapat bahwa nikah mutah
dibolehkan, seperti yang pernah
diriwayatkan oleh al-Hassin bahwa
masa yang ditentukan dalam akad
pernikahan, harus lama vang
sekiranya orang beranggapan bahwa
keduanya hidup sebagaimana
layaknya suami istri, seperti ucapan:
seorang lelaki terhadap wanita "Aku
nikahi engkau selama setahun atau

lebih". Nikah semacam ini sah karena
lama waktu semacam itu dapat
dianggap sebagai nikah biasa, dan
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sikap semacam itu hajk " Ibn Ziyad
juga berpendapat demikian

Ketiga, Ahmad [bn Hanbal
juga berpendapat sama dengan Milik
Ibn Anas dan Abu Hanifah. [hn
Katsir menyatakan bahwa Ahmad
[bn Hanbal adalah orang yang gigih
menantang nikah mut'ah, secarq
mengejutkan beliau membolehkan
nikah  tersebut apabila  dalam
keadaan  darurat. Hadis yang
menerangkan bahwa Ibn 'Abbis dan
sekelompok sahabat menghalalkan
nikah mut'ah adalah riwayat Ahmad
Ibn Hanbal. Persoalan darurat
dibolehkannya nikah mut'ah
merujuk pada ijtihad 'Umar Ibn al-
Khattib.

Banyak penelitian ilmiah
yang telah dilakukan oleh para pakar
mengenai nikah mut'ah sebagai
solusi atas problematika seksual
dewasa ini yang sudah "menggila".
Mushtafds  al'Aqqidd,  kolomnis
kenamaan dari Mesir menyetuju
nikah mut'ah sebagai satu-satunya
jalan  penyelesaian  problematika
seksual. Pendapat tersebut dilansir
dalam  majalah  "Al‘Mushawwar"
dengan  judul "Pemuda  dan
Problematika  Seksual'; Bertrand
Russel, seorang filosof Eropa setelah

melihat kondisi bangsa Eropa yang
sudah melewati ambang batas
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menyangkut freesex, ia menyatakan
bahwa ada satu jenis pernikahan
yang dapat menyelesaikan
problematika seksual ini. Walaupun
beliau tidak menyebut nama jenis
pernikahan  itu, tetapi dalam
penjelasan beliau tentang nikah itu
sangat mirip dengan nikah mut'ah:
Landzee, seorang hakim agama di

Amerika Serikat mengajukan
permohonan kepada kongres satu
jenis pernikahan yang tidak langgeng
ke dalam undangundang negara;
Qishantin  Zuraiq, Guru Besar

Sejarah Islam di Universitas Amerika
Beirut dan Syaikh Khitab Fasih
mengadakan riset mengenai nikah
mut'ah, vyang  hasilnya cukup
mengagumkan  dapat menekan
problematika seksual.

Kritik lain atas nikah mut'ah
menyatakan bahwa anak vang
dilahirkan tidak akan jelas nasibnya,
karena tidak adanya kasih sayang,
tanggungan  pemeliharaan, dan
kehidupan vyang tenang dibawah
perlindungan kedua orang tuanya.
Persoalan untuk tidak dan ingin
memiliki anak tergantung pada
komitmen bersama antara suami dan
istri dalam perkawinan. Keduanya
boleh menerima atau menolak
persoalan tersebut. Terlebih lagi

sekarang ini banyak alat yang bisa



Mﬂﬂﬂﬂﬂm

digunakan untuk menc?gah
kehamilan. Tetapi jika kedua pihak
berkehendak ~menanggung beban
pemeliharaan anak-anaknya, maka
lslam tidak melarangnya dengan
syarat bahwa  keduanya harus
menanggung beban tersebut secara
sempurna, sebagaimana yang berlaku
dalam nikah biasa apabila terjadi
perceraian. Kalau keduanya tidak

mau menanggung pemeliharaan
anak, maka syariat  ~ tetap
menganjurkan  keduanya untuk
melakukan hal tersebut.

Masih tersisa kritikan bahwa
nikah mut'ah identik dengan

perdagangan wanita. Jika hal ini
memang benar, maka yang lebih
pantas  adalah  mengharamkan
hukum talak dalam nikah biasa.
Apalagi dalam nikah biasa terlalu

mudah menjatuhkan talak.
Selanjutnya yang lebih pantas lagi
untuk  diharamkan  sebenarnya
adalah jualbeli manusia dengan
berkedok TKW.
C. PENUTUP

Meski  terdapat beberapa

pasal yang cukup kontroversial,
namun hal ini cukup menggelitik
pemikiran akademis kita, utamanya
persoalan asas perkawinan

, mahar,
rukun, dan jangka

waktu
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perkawinan.
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